BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
S NOMOR 02 TAHUN 2011 :

: ;'BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN o
'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

'Menimb'ang LA, »bahwa dalam rangka penlngkatan kualltas Pelayanan Pemenntah; ,
.~ dan Pembangunan Daerah yang dapat mewu1udkan kesejahteraan"
- .dan kemakmuran masyarakat diperlukan sumber pemblayaan yang = .
~berasal dari pajak yang antara Ialn mela|u1 Bea Perolehan Hak Atas SR
‘ ;Tanah dan Bangunan * : : TR :

,.‘b'.,‘bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf k Undang Undang'f_' o
-~ Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, .

- salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota R

. -'~c.f’bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam:),' -
~huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah: tentang
~ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan- Bangunan; S

. {Mé'ngingat' 3 1 . Undang -Undang Nomor 12- Tahun 1956 tenténg Pembentukan;;i

~ Sumatera’ Tengah (Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun
+1956 Nomor 25); - : S

- """2'.,‘Undang “Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
- Pokok-Pokok Agrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

= Nomor 2013); .

' 3,k ":Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panltla Urusan} -
. Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 1960 -

- Nomor 2104); -

Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 3209)

5.}.Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
~ dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7
1997, Nomor 42, Tambahan . Lembaran Negara Republik IndoneSIa :
- Nomor 3686) sebagaimana telah diubah’ dengan Undang Undang

'Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987)

6. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak':ﬁ"" :
(Lembaran ' Negara Repubhk Indonesia- Tahun 2002 Nomor 27, v
Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 4189)

7 Ll

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dltetapkan sebagan ¥ iy

Daerah Otonom. Kabupaten Dalam. Lingkungan Daerah ‘Provinsi =

~..1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna:!}

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesna*""f»' |

4. ;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana',f ~ ~'
- (Lembaran - Negara " Republik - Indonesia “Tahun 1981 Nomor 76

~ Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 v
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-

i
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5 L 7 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara J

S Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4286)

8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, o
~Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneS|a Nomor 4355) :

9, ,Undang Undang 'Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukanu e
- Peraturan - Perundang Undangan (Lembaran - ‘Negara . Republlk SR
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara‘jl

Repubhk IndoneSIa Nomor 4389) ‘ : Lo

10. Undang- Undang Nomor 15 = Tahun 2004 tentang Pemenksaan_‘

" Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan»‘ .
Lembaran Negara Republlk lndonesna Nomor 4400) : .

» . Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubhk
“Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara,v o
* Republik Indonesia Nomor 4421) S & :

12. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemenntahanr

' 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
~ Tahun'2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor =
.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara

Negara Republlk IndoneSIa Nomor4844) SRR ‘:

" 13.Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan,' :
Keuangan _antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ® Daerah - -
(Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126'7”
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4438)

(Lembaran  Negara Republik : Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 4725)

.16, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danl u
: Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor . -

+5049); : s -

: 16 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perhndungan dan

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara o
- Repubhk IndoneSIa ‘Nomor 5059) ‘ : :

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaanf
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana -
(Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 1981 ° Nomor 36,

: Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesna Nomor 3258) ‘

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 " )
Nomor. 140 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor‘ L
-4578); :

19. Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman‘_ R
‘Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan“‘
Daerah | (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor :
165 Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 4593)

4#-:, e :
PR ¢ BN :
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~ (Lembaran" Negara Republik - Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, =~ .

11, Undang Undang Nomor 25 ‘Tahun 2004 tentang Slstem- o

Daerah  (Lembaran Negara  Republik ' Indonesia: Tahun 2004 f ‘
 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneS|a Nomor

' Republik Indonesia Tahun 2008~ Nomor 59, Tambahan Lémbaran ‘ S |

  14 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang""-’" i

‘Pengelolaan - Lingkungan Hidup = (Lembaran Negara -Republik e S

* 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan" e



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

720 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan ‘

o Urusan Pemerlntahan “antara. Pemerintah, Pemerintahan- Daerah
‘Provinsi, “"dan - Pemermtahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik - Indonesia Tahun 2007 Nomor .82, Tambahan

Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4737)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat 1l Bengkalls Nomor 14
~ Tahun 1998 tentang Penyldlk Pegawal Negeri- Sipil - dllmgkungan '

Pemerintah - Kabupaten  Daerah Tingkat Il Bengkalis (Lembaran

.+ Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat ll Bengkahs Tahun 1998
Nomor01) o ‘

- 22, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 - Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 -

Nomor 07)

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009
-tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)

Dengan PersetUJuan Bersama

'dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN

__ PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS
‘ TANAH DAN BANGUNAN '

BABI | e
KETENTUAN UMUM i

Pasal 1

‘Dalam Peraturan Daerah lm yang dlmaksud dengan

1. ‘_Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

2. ':Pemenntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebaga:
unsur penyelenggara pemenntahan daerah e

3>. Bupatu adalah Bupatl Bengkalls

\4.=D|nas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan Daerah :

; Kabupaten Bengkahs

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
~ikesatuan baik - yang melakukan usaha maupun yang tidak
" melakukan usaha yang mellputl perseroan terbatas perseroan

‘komandlter perseroan lamnya ‘badan. usaha milik negara (BUMN) ‘

’ ‘atau badan usaha ml|lk daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

) bentuk -apapun, - firma, . kongsn koperaSI dana pensmn
‘persekutuan perkumpulan yayasan, organisasi massa, organlsaSI i
sosial politik, atau organisasi yang sejems lembaga bentuk usaha’
ftetap, dan bentuk badan Ialnnya S CiE



AR ».

 [{ 6\.; Bangunan adalah konstruk3| teknlk yang dltanam atau dllekatkanyf S
o ';'_secara tetap pada tanah dan/atau peralran pedalamandan/atau '

Iaut

7 Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya dlsebut 'NPOP o
‘ adalah besaran nilai yang merupakan batas tertlnggl n|la|/harga_ o

objek pajak yang tidak dlkenakan pajak

"8. Nilai Jual: Objek Pajak yang selanjutnya dlsebut NJOP adalah

B harga rata rata yang dlperoleh dari transaksn Jjual beli yang terjadi
. .secara wajar, “dan bllamana tldak terdapat transaksi Jual beI| NJOP

- "dltentukan ‘melalui perbandmgan harga dengan objek lalnnyayang '

o sejenls atau nllal perolehan baru atau NJOP penggantl

9. '» Bea Perolehan Haka atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan R

‘ j10 Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
“atau penstlwa hukum yang mengaklbatkan dlperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang bpnbadl atau Badan

11.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah

- termasuk - hak pengeloaan besena bangunan. dl atasnya'

sebagalmana dimaksud dalam undang undang dl bldang
pertanahan dan bangunan S " S R
', ‘k12 Subjak Pajak adalah orang prlbadl atau Badan yang dapat
. dlkenakan PaJak ‘ ! N e

i o ‘13 Wajlb PaJak adalah orang prlbadl atau Badan mellputl pembayar :
’ pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyal hak

- dan kewajlban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan perpajakan daerah

: 72‘

. 14.Pajak’ yang berutang adalah pajak yang harus dlbayar pada suatu

saat dalam’ Masa Pajak -dalam Tahun Pajak atau dalam Baglan

‘ Tahun Pajak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
B undangan perpajakan daerah. SR B '

15. Pemungutan _adalah suatu rangkalan keglatan mujal dan
penghlmpunan data- okjek dan subjek pajak, penentuan besarnya
- pajak yang terutang sampan dengan ‘kegiatan penaglhan ‘pajak
kepada Wajlb Pajak serta pengawasan penyetorannya :

16. Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat

gSPTPD adalah surat yang oleh Wajlb Pajak dlgunakan untuk’v»
melaporkan perhltungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

‘dan/atau bukan objek paJak dan/atau harta dan kewajlban sesuai
- dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpa}akan
, daerah ‘

17 Surat- Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SSPD,
~ adalah bukti- pembayaran atau  penyetoran pajak yang telah
. dllakukan dengan menggunakan formullr atau telah dllakukan

dengan cara Ialn ke kas daerah mela|u1 tempat pembayaran yang '

- dltunjuk oleh Bupatl R N =



18 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya'i‘"‘

drsmgkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredlt pajak jumlah' o
kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya ; sanksrm :

admlmstratrf dan jumlah paJak yang masrh harus dlbayar

| 19. Surat Ketetapan Pa)ak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang |

selanjutnya dlsmgkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan atas Jumlah pajak yang telah

dltetapkan

20 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhll yang selanjutnya dlsmgkat -
' SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah -
pokok pajak sama besarnya dengan Jumlah kredlt pajak atau pajak‘ i

tldak terutang dan tldak ada kredlt pajak

',.‘21 Surat Ketetapan Pajak Daerah Leblh Bayar yang selanjutnya

dlsmgkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

- jumiah keleblhan pembayaran pajak karena Jumlah kredlt paJak'
Ieblh besar danpada pajak yang terutang atau seharusnya trdak, ‘

terutang

-_‘22 Surat Tagrhan Pajak Daerah yang selanjutnya drsmgkat STPD
i adalah surat ‘untuk - melakukan taglhan pajak dan/atau sanksr i

. admlnlstratrf berupa bunga dan/atau denda f : &

'lff23 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang:”';‘
o ;‘membetulkan kesalahan tulls kesalahan hltung, dan/atauf.'-;
‘;{kekehruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanj',
‘.perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
S Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak

" ‘Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih- Bayar Surat =

‘-'\Taglhan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan atau Surat‘ '

_*.Keputusan Keberatan

24 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas ‘keberatan - ;
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat.
'_Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Surat -

- Ketetapan Pajak Daerah Nlhl| Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih

. Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh plhak';

- ketlga yang drajukan oleh Wajlb Pajak

25 Putusan Bandlng adalah putusan badan peradrlan pajak atas o
~* banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dlajukan oleh T

- Wajib Pajak

. 26. Bandlng adalah upaya hukum yang dapat drlakukan oleh Wajlb,
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang_'
- dapat dlajukan bandlng, berdasarkan peraturan perundang-‘

| E undangan perpajakan yang berlaku




| '6' ;

l

7‘ - 27. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dllakukan oleh Wajlb o
‘ Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penaglhan“‘
- pajak atau terhadap keputusan yang dapat dlajukan gugatan

berdasarkan peraturan perundang- undangan

"'528 Pemenksaan adalah serangkalan keglatan menghlmpun dan
‘mengolah data keterangan dan/atau buktn yang dllaksanakan_"{
- secara Objektlf dan’ profes:onal berdasarkan suatu - standar =
pemenksaan untuk mengup kepatuhan pemenuhan kewajlban i
“"perpajakan daerah ‘dan/atau untuk tu;uan lain dalam: rangka

: 'melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan‘
ﬂt,:perpajakan daerah L T ,

:'29 Penyldlkan tmdak pldana d| bldang perpajakan daerah adalah
serangkalan tlndakan yang dilakukan oleh Penyldlk untuk mencari -~

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang : o
tlndak pidana di bldang perpajakan daerah yang terjadl serta

menemukan tersangkanya

BAB ll >
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

.' ‘(1)Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan’ Bangunan‘ﬁ";_ '

- dipungut pajak kepada orang pribadi atau Badan yang memperoleh '
hak atas tanah dan/atau bangunan : . : i

| - (2) ObJek Pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ataur‘,‘-‘tiify,fl

‘ Bangunan G RSN . e . a :
k‘ff_;v(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagalmana.\”f‘}.“;15 '«
' dlmaksud pada ayat (1) mehputl SRR L g
g a pemmdahan hak karena e o
© 1. jualbeli; »
2 tukar menukar
3 hibah; f g
4. :h|bah wasnat
;»‘_5.‘war|s P i *
‘ 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum laln
~ 7. pemisahan hak yang mengaklbatkan perallhan £
.‘ 8 i‘fpenunjukan pembeh dalam Ielang, : 4
_: 9. ‘pelaksanaan putusan haklm yang mempunyal kekuatan "

; hukum tetap; - ) L ; »
10, penggabungan usaha a

h
B 2

on. peleburan usaha

12, pemekaran usaha atau
. ,13 hadlah

s



g DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

b pemberlan hak baru karena

1 kelanjutan pelepasan hak atau

2. di luar pelepasan hak.. : e
(4) Hak atas tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah

hak guna usaha

cr _m

. c. hak guna bangunan
d 'hak paka| ' R

| e hak milik atas satuan rumah susun dan
- 7',f.’,'hak pengelolaan

(5) Objek Pajak yang tldak dlkenakan pajak adalah objek pajak yang'
’ dlperoleh ~ \ L o _

S a pen/vakllan dlplomatlk dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
i 'tlmbal bahk R : : :

L 'b, negara untuk penyelenggaraan pemenntahan dan/atau untuk~ |
o pelaksanaan pembangunan guna kepentlngan umumy; :

“c.‘badan atau pen/vakllan Iembaga mternasnonal yang dltetapkan
~dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat - tidak

‘menjalankan usaha atau melakukan keglatan lain di Iuar fungsn
e ‘dan tugas badan atau perwakllan orgamsasu tersebut; -

_~"d.,orang pnbadl atau Badan karena konversi hak atau karena -
I perbuatan hukum laln dengan tidak adanya perubahan nama '

e. ’orang prlbadl atau Badan karena wakaf dan

‘f.7'orang pnbadl atau Badan yang dlgunakan untuk kepentmgan ‘
' 71badah ‘ : : :
Pasal 3
(1) Subjek Pajak adalah orang pnbadl atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan e .
(2) Wajlb Pajak adalah orang “pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan L ~

BAB Ill

f Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nllal Perolehan Objek Pajak

@) N|Ia| Perolehan Objek Pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dalam hal

A a. jual bell adalah harga transaksu

b tukar menukar adalah nllal pasar f ,; . o



"‘c hlbah adalah nllal pasar o
S, hlbah wasnat adalah n|Ia| pasar

" e. waris adalah nllal pasar

t

f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum Ialnnya adalah
“nilai pasar; S , T {,
g pemlsahan hak yang mengaklbatkan perallhan adalah nilai

h perallhan hak karena pelaksanaan putusan haklm yang :

mempunya| kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar,

 i. pembenan hak baru atas tanah sebagal kelanjutan darl«

pelepasan hak adalah nllal pasar S

:  _'j pembenan hak baru atas tanah d| luar pelepasan hak adalah_

- nilai pasar _‘ s L I R

|  k penggabungan usaha adalah nllal pasar 5 L

' I peleburan usaha adalah nllal pasar ’

m pemekaran usaha adalah nllal pasar gy
on. hadlah adalah nilai pasar danlatau

. o. penunjukan pembeh dalam Ielang adalah harga transak31 yang
tercantum dalam risalah lelang ST :

(3) Jika Nllal Perolehan Objek Pajak sebagalmana dlmaksud pada

-ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih

‘rendah danpada NJOP. yang dlgunakan dalam pengenaan Pajak

Bumn dan Bangunan pada tahun terjadlnya perolehan dasar

pengenaan yang dlpakal adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

: (4) Dalam hal NJOP Pajak Buml dan Bangunan sebagalmana
dimaksud pada ayat (3) belum dltetapkan pada saat terutangnya
BPHTB, NJOP Pajak Bum| dan Bangunan dapat dldasarkan pada
Surat Keterangan NJOP Pajak Buml dan Bangunan

G
,,.

' “(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi- dan Bangunan sebagalmana

dlmaksud pada ayat (4) adalah bersnfat sementara

R )
LR

‘ (6) Surat Keterangan NJOP. Pajak Buml dan Bangunan sebagalmana‘
dlmaksud pada ayat (3) dapat dlperoleh dl_Kantor Pelayanan Pajak.

“atau mstansn yang bewvenang d| Daerah

“(7) Besarnya Nllal Perolehan Objek Pajak Tldak Kena Pajak ‘
dltetapkan sebesar Rp. 60 000 000 00 (enam puluh juta ruplah)

- untuk setlap Wajlb Pajak

(8) Besarnya Nllal Perolehan Objek Pajak Tldak Kena Pajak untuk
‘ perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemben hibah wasiat,. termasuk suamifistri, dltetapkan
sebesar Rp 300 000. OOO 00 (tlga ratus juta ruplah) CH



S Tarlf PaJak dltetapkan sebesar 5% ("\f'f‘véu‘bérs‘?"’)-‘—

‘T~.{'i§(1) Besaran pokok pajak yang terutang dlhltung dengan cara‘ el
{f.l‘mengallkan tarif sebagalmana dlmaksud pada pasal pasal 4 ayat,;sr‘ oy
(7)\ dan ayat (8) dengan dasar pengenaan pajak sebagalmana
,;dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi- N|Ia| Perolehan
- Objek’ Pajak Tldak Kena Pajak sebagalmana""dlmaksud pada pasal».f
o «47ayat (4) atau ayat (5. | i

(2) Dalam ha! NPOP sebagalmana dlmaksud pada pasal 4 ayat (3)‘}’; el
: _.,jtldak dlketahw atau lebih rendah dari pada NJOP yang dlgunakan‘ e
: "f‘ff'dalam pengenaan PBB pada tahun terjadlnya perolehan besaran Lok
"f‘pokok BPHTB. yang terutang dlhltung dengan cara mengallkan tarlfnf‘ e
sebagalmana dlmaksud pada pasal 5 ayat (7) dan’ ayat (8)}]5._,} -

_;Vdéngan NJOP PBB setelah dlkurangl NPOPTKP sebagalmanabb",f_,'}
"‘sebagalmana dlmaksud pada pasal 5 ayat (7) atau ayat (8) " L

o BAB’ |\7 '
WILAYAH PEMUNGUTAN

- *Pasal 7

| . F>E‘Jak f*yang” terutang dlpungut d| wnlayah Daerahn tempat tanah .é‘fi}iﬁ
dan/atau bangunan berada : R S g

ﬁff‘BAB Voo
SAAT PAJAK TERUTANG

(1) Saat terutangnya pajak dltetapkan untuk

@ jual beli adalah. Selak‘»t<'=mgga| dlbuat dan dltandatanganmya{iTli'

bv_g;tukar-menukar adalahf sejaktanggaldlbuat dan ,
‘iﬁdltandatanganlnya akta il i L R

ihlbah adalah sejak tanggal dlbuat dan‘dltandatanganlnya akta

»hlbah wasnat adalah sejak tanggal dlbuat dan dltandatangamnya | g

".*i:Wa‘rls adalah sejak tanggal Yang bersangkutan mendaftarkan
,perahhan haknya ke kantor bldang pertanahan i

»peimasukan dalam perseroan atau badan hukum lalnnya adalahi :
ysejak tanggal dlbuat dan dltandatanganlnya akta : o

: »

9 :Pem'sahan hak yang mengaklbatkan perahhan adalah sejakg-'i'
“‘tanggal dlbuat dan dltandatangamnya akta S § e

?putusan haklm adalah sejak tanggal putusan pangadllan yang ,‘i;:
mempunyal kekuatan hukum yang tetap,_' Pl S
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i pembenan hak baru atas Tanah sebagan kelanjutan dan‘,ﬁ

si‘pelepasan hak ‘adalah sejak tanggal dlterbltkannya surat‘

- keputusan pembenan hak

‘ - ‘k~pemberlan hak baru d| Iuar pelepasan hak adalah sejak tanggalk“

: B ﬁdlterbltkannya surat keputusan pembenan hak; -

ok 'penggabungan ‘usaha adalah sejak tanggal dlbuat dan

dltandatanganlnya akta;

'_l.‘,:}peleburan usaha adalah se‘ja'k,ft’angg’al 5‘ dlbuat ,d‘an: o

e dltandatanganmya akta

“J;{_’m,?“-vpemekaran ‘usaha’ adalah sejék»f;_;}‘tjén}ggal:‘ dibL_l}:—.:zt‘ " dan'

;fdltandatanganlnya akta

' n hadiah adalah sejak tanggal dlbuat dan dltandatanganlnyaf"ﬂ'

. '{Iakta dan S

. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang

B (2) Pajak yang terutang harus dllunaSI pada saat terjadlnya perolehan'

hak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

BAB VI S
KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 9

:7':'-,7(1)Pejabat | Pembuat Akta' 'Ténéh/Noféris'" hanya dapat

menandatanganl akta pemlndahan ‘Hak~ atas Tanah dan/atau

~ Bangunan sete!ah Wajlb Pajak . menyerahkan buktl pembayaran"—f

pajak berupa SSPD e -} e R ;}5 :

S ,(2) Kepala kantor yang membldangl pelayanan lelang negara hanya_"*‘l‘
dapat menandatanganl risalah’ lelang Perolehan Hak’ atas Tanah
: dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan buktl*

GEE pembayaran pajak berupa SSPD

': '4 ‘(3) Kepala kantor bldang pertanahan hanya dapat melakukan' o
: } pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas = .
Tanah setelah Wajlb Pajak menyerahkan bukt| pembayaran pajak T

berupa SSPD

Pasal 10

‘(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notarls dan kepala kantor yang .

i membldangl pelayanan Ielang negara melaporkan pembuatan akta
atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan - B
kepada Kepala Daerah pallng lambat pada tanggal 10 (sepuluh) o

bulan berlkutnya

-_1:(2) Ketentuan leblh Ianjut mengena: tata cara pelaporan bagl pejabat‘
o sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan*r

Bupatl I S T

A




Pasal 11

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notans dan kepala kantor yang

: membldang| pelayanan Ielang negara ‘yang melanggar ketentuan '
sebagalmana dlmaksud pada pasal -9 ayat (1) dan ayat (2)
dlkenakan - sanksi ‘administratif berupa : denda : sebesar '
Rp7500 OOO 00 (tu;uh Juta Ilma ratus ribu ruplah) untuk setlap’

pelanggaran ’

(2) PeJabat Pembuat Akta Tanah/Notarls dan kepala kantor yangi |
,.membldangl pelayanan Ielang negara, yang melanggar ketentuan h

| "",.4sebaga|mana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dlkenakan sanksi

~administratif berupa denda sebesar Rp.250.000, 00 (dua ratus Ilma |

Eo jpuluh rlbu ruplah) untuk setlap laporan

(3) Kepala Kantor bldang pertanahan yang melanggar ketentuan

sebagalmana dlmaksud ‘pada pasal 9 ayat 3) dlkenakan sanksx
sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan

SR o v oy
: PENETAPAN TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN

Pasal 1 2

: (1) Wajlb Pajak Wajlb membayar Pajak yang terutang dengan tldak
' mendasarkan pada adanya SKPD R

'“75“5(2) Pembayaran pajak sebagalmana dlmaksud pada 'Hayat (1)

dllakukan dengan menggunakan SSPD

(3) SSPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) Juga merupakan}

S SPTPD i . : :
(4) SSPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlsampalkan kepada

Bupatl atau Pejabat yang dltunjuk sebagal bahan untuk dllakukan‘ o

i 1&

penelman ',

Pasal 13 ;_}j;f

e ft(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dllakukan sekallgus atau
~lunas. - Y e . ‘;1,,“ E

e 7(2) Pembayaran pajak yang terutang dllakukan dl Kas Daerah atau |

tempat lain yang dltunjuk oleh Bupatl

\ N '(3) Ketentuan lebih Ianjut mengenal bentuk ', ukuran} faia cara
: pembayaran dan penyampaian SSPD sebagalmana dimaksud -

, pada pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) dltetapkan dengan Peraturan
o Bupatl

Pasal 14 T

> -';_(1)Dalam jangka waktu 5 (Ilma) tahun sesudah saat terutangnya E

pajak Bupatn dapat menerbltkan



,_.'-~12'-- |

a SKPDKB dalam hal : S -
1 jlka berdasarkan hasul pemenksaan atau keterangan Ialn -
pajak yang terutang tldak atau kurang dlbayar B

2 Jlka SPTPD tidak dlsampalkan kepada Bupatl dalam jangka. '
- <waktu - tertentu " dan - setelah dltegur secara tertuhs tidak - -
‘”"'ﬁ‘idlsampalkan pada waktunya sebagalmana dltentukan dalam
I; suratteguran ) ot ‘ =

’ 3 jlka kewajlban meng|31 SPTPD tldak dlpenuhl pajak yang“i‘ |
terutang dlhltung secara Jabatan Ly S
b SKPDKBT jika dltemukan data baru dan/atau data yang semula ‘
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang bterutang R i '
c SKPDN jika Jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan v
Jumlah kredlt pajak atau pajak tldak terutang dan tldak ada kredlt B
pajak : e SRR :

"_(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB

L sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a dlkenakan sanks[zr o
o ‘i-iadmlnlstram berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan darl :

‘ E‘fpajak yang kurang atau’ terlambat dlbayar untuk Jangka waktu'
paling lama. 24 (dua . puluh empat) bulan dlhltung sejak saat
",”'terutangnya paJak sampal dengan dlterbltkannya SKPDKB

. "'(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
o sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sank3|
j admnmstrasn berupa kenalkan sebesar 100% (seratus persen) dari )
jumlah kekurangan pajak tersebut kecuall Wajib Pajak melaporkan ;
sendln sebelum dllakukan tlndakan pemerlksaan f

Pasal 15

' (1) Slstem dan Prosedur Pemungutan BPHTB dltetapkan dengan
Peraturan Bupatl . : : ' G &_ :

: (2) Peraturan Bupatn sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), mencakup ,
' prosedur pengurusan akta pemlndahan hak atas tanah dan/atau’
bangunan . pembayaran BPHTB penelltlan SSPD: BPHTB _
pendaftaran ‘akta pemindahan hak atas tanah danlatau bangunan .
pelaporan BPHTB penaglhan dan pengurangan ' 1
Pasal 16 fe e

: ’}.’1‘(1) Bup‘atl dapat menerbltkan STPD apablla f»‘”'i_f i

o4
[k

‘ a pajak yang terutang tldak atau kurang dlbayar "

b dan hasil pemenksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagal aklbat salah tulis’ dan/atau salah hltung, ‘



,' _c'

c Wajlb Pajak drkenakan sanksr admrmstrasr berupa bunga dan 5 XES

atau denda

; f‘fr.rlg.'.~(2) Jumlah kekuranganb pajak yang terutang dalam STPD}J et

. sebagalmana drmaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dltambah
- dengan sank3| admrnrstraS| berupa bunga sebesar 2% (dua _
persen) setrap bulan untuk pallng lama 15 (luma belas) bulan sejak -

- saat terutangnya pajak ‘ LR = 3

(3) Ketentuan leblh lanjut mengenal bentuk i,' dan tata cara: ‘? |
penyampalan STPD sebagalmana drmaksud pada ayat (1)!;

T

drtetapkan dengan Peraturan Bupatl T

BAB VIII
PENAGIHAN

Pasal 17

'V ;;(1)SKPDKB SKPDKBT STPD Surat Keputusan Pembetulan Surat

~ Keputusan Keberatan ‘dan Putusan Bandlng, yang menyebabkan _ y L
jumlah pajak yang harus dlbayar bertambah merupakan dasar -

penaglhan pajak dan harus- dllunaS| dalam Jangka waktu pallng‘i
Iama 1 (satu) bulan sejak tanggal dlterbltkan SR

”\;,.::1(2) Ketentuan Ieblh lanjut mengenar tata cara penagrhan pajak‘/'

: E","

drtetapkan dengan Peraturan Bupatr
Pasal 18

o “(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB SKPDKBT STPD %

- Surat Keputusan Pembetulan ‘Surat Keputusan Keberatan ‘dan
Putusan Bandlng yang trdak atau kurang dlbayar oleh Waj|b Pajak Pk

pada waktunya dapat dltagrh dengan Surat Paksa | i
}‘A(2) Penagrhan pajak. dengan Surat Paksa dllaksanakan berdasarkan
perundang undangan yang berlaku o = ‘ :

o BABIX
~ PENGURANGAN

Pasal 1 9

:"ff.l“'_‘(1)Atas permohonan ;;*Wajlb Pajak Bupatr dapat memberlkanf‘:

pengurangan pajak yang terutang kepada Wajlb Pajak karena

a. kondrsr tertentu Wajlb Pajak yang ada hubungannya dengan- L
BN objek pajak LY, S
- b. kondisi tertentu Wajlb Pajak yang ada hubungannya denganv’ o
. sebab akibat tertentu; atau - g
o c tanah dan/atau bangunan drgunakan untuk kepentlngan sosial
atau pendldlkan yang semata mata tudak mencarl keuntungan
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(2) Ketentuan leblh Ianjut mengenax pemberlan pengurangan pajak

yang terutang sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan :

dengan Peraturan Bupat|
By ‘,l BABX
KEBERATAN DAN BANDING DAN GUGATAN,L_; A
Baglan Pertama : : BRI

Keberatan S o

Pasal 20

'(1)Wajlb Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatl' ,

: atau pejabat yang dltunjuk atas suatu
2. SKPDKB; o
b SKPDKBT
s SKPDLB;
~ d.SKPDN..

~fffj(2) Keberatan dlajukan secara tertuhs dalam Bahasa IndoneS|a L

dengan mengemukakan jumlah pajak ‘yang . terutang menurut
perhltungan Wajlb Pajak disertai alasan alasan yang Jelas

b 3) Keberatan harus dlajukan dalam jangka waktu pahng Iama 3 (tlga) » 4

* bulan sejak- tanggal surat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),

kecuah Wajub Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu

tidak dapat dlpenuhl karena keadaan di Iuar kekuasaannya

. (4) Wajlb Pajak yang mengajukan keberatan wajib meIunasn pajak

- yang masih harus dlbayar pallng Sedlklt sejumlah yang dlsetu1u1‘f gy
Wajlb Pajak dalam pembahasan akhlr hasn pemerlksaan sebelum' :

surat keberatan dlsampalkan S

’f}(5) Keberatan yang tldak memenuh: persyaratan ‘ sebagalmana;
dlmaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dlanggap;

i sebagal Surat Keberatan sehmgga tldak dlpertlmbangkan ‘

2 (6) Tanda penenmaan Surat. Keberatan yang dlberlkan oleh Bupati =
o “atau Pejabat yang dltunJuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan
i melalul pos - tercatat sebaga| tanda bukti - penerlmaan Surat - -

Keberatan tersebut bagl kepen’ungan Wajlb Pajak - i
(7) Apablla dnmlnta oleh Wajlb Pajak untuk keperluan pengajuan

keberatan Bupat| atau Pejabat yang dltunjuk ‘wajib membenkan" :
keterangan secara tertulls hal hal yang menjadl dasar pengenaan B

paJak

Pasal 21

(1) Bupa’u dalam Jangka waktu pahng lama 12 (dua belas) bulan sejak

i tanggal Surat Keberatan dlterlma harus memben keputusan atas

keberatan yang dlajukan



i ,:~ 5;=(2) Sebelum Surat Keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)*;:; B
' dlterbltkan Wajlb Pajak dapat menyampalkan alasan tambahan, '

atau penjelasan tertuhs

~(3) Keputusan Bupat| atas keberatan dapat berupa menerlma‘ -
- seluruhnya atau sebaglan menolak atau menambah besarnya'

pajakyang terutang _ ;:;

s (4) Apablla Jangka waktu sebaganmana dlmaksud pada ayat (1) telah -
. lewat dan Bupatl tidak memberi suatu keputusan keberatan yang' S

dlajukantersebutdlanggap dlkabulkan

‘ Bag|an Kedua

Bandlng | : - R t |

Pasal 22

(1) Wajb Pajak dapat mengajukan permohonan bandlng hanya kepa da e

~ Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenal keberatan yang
dltetapkan oleh Bupatl - : :

(2) Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlajukan,ﬁx’ '
" 'secara tertuhs dalam Bahasa lndonesua dengan alasan yang jelas .~
dalam Jangka waktu 3 (tlga) bulan sejak tanggal diterima keputusan{'i -
yang dlbandlng dan dllampm sallnan dan Surat Keputusan ’

tersebut

 (3) Pengajuan permohonan bandlng menangguhkan kewajlban

, membayar pajak sampai- dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal{yir‘f

: : penerbltan Putusan Bandlng

Pasal 23

W

: 4’Apablla pengajuan keberatan atau permohonan bandlng dlkabulkan:

sebaglan atau: seluruhnya kelebihan pembayaran pajak atas jumlah

- yang telah dibayarkan sebagalmana dlmaksud pada pasal 20 ayat @) .
| ‘.dlkemballkan - dengan dltambah “imbalan’ bunga sebesar 2% .

~> ff;(dua persen) sebulan untuk palmg lama 24 (dua puluh empat) bulan L

L(:‘

Baglan Ketlga f"
Gugatan‘

Pasal 24

g (1) Gugatan dlajukan secara tertulls dalam Bahasa Indonesua kepada‘}*”~’

PengadnlanPaJak T SRS o

(2) Jangka waktu - untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan
- penagihan pajak adalah 14 (empat belas) han sejak tanggal_'}}f

penaglhan Sl



‘”}KETEIARMHDANPENGHAPUSANATAUPENGURANGANXai

‘ “‘,(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan laln X

~selain gugatan 'sebagaimana dimaksud pada ayat.(2) adalah 30 - i

(tlga puluh) han sejak tanggal dlterlma keputusan yang dlgugat

(4) Jangka waktu dlmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menglkat S
apablla Jangka waktu ~dimaksud  tidak dapat dlpenuhl karena -

keadaan dlluar kekuasaan penggugat

'(5) Perpanjangan Jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) L
‘adalah 14 (empat belas) hari terhltung sejak berakhurnya keadaan L

dlluar kekuasaan penggugat

_ (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penaglhan atau 1 (satu) keputusani ‘

dlajukan 1 (satu) Surat Gugatan

Pasal 25

_ "AHaI hal laln yang berkaltan dengan pelaksanaan bandlng dan gugatan- '?
. asepanjang tidak diatur lain dalam - Peraturan Daerah ini dllaksanakan RN

sesuau ketentuan peraturan perundang undangan B i; ;‘%j{;‘ :

BABXI , |
PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26 };m};,gf.

(1)Atas permohonan Wajlb Pajak atau karena Jabatannya Bupatl o
. dapat membetulkan SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau -
B ;SKPDLB yang dalam penerbltannya terdapat kesalahan tulis
' ~f,,dan/atau kesalahan hltung dan/atau kekellruan penerapanjff;.
ketentuan tertentu dalam peraturan = perundang ’undangan; '

‘ perpajakan daerah

(2) Bupatl dapat

: a mengurangkan atau menghapuskan sanksn admlmstratlf berupa e

- bunga, denda, dan kenalkan ‘pajak yang terutang, menurut

peraturan perundang undangan perpajakan daerah ‘dalam hal -
“sanksi tersebut dlkenakan karena kekhilafan Wajlb Pajak atauf,f .

bukan karena kesalahannya dan

,b,xmengurangkan atau. membatalkan SKPDKB SKPDKBT atau" o

: "«STPD SKPDN atau SKPDLB yang tldak benar

(3) Ketentuan leblh IanJut mengenal tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi admlmstratlf dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)‘
dltetapkan dengan Peraturan Bupaﬂ e A

. ;1“
it




o "\.’17'

e ¢ R mEXI L
i PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27 = _' R

o 1(1) Atas keleblhan pembayaran pajak Wajlb Pajak dapat mengajukanl |

permohonan pengemballan kepada Bupatl

»_f‘(2) Bupatl dalam- Jangka waktu pallng lama 12 (enam) bulan sejak'i“i
' dltenmanya ‘permohonan pengemballan keleblhan pembayaran“ '

pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus membenkan

’ (3) Bupatn setelah melakukan pemenksaan menerbltkan

a SKPDLB apabllajumlah pajak yang dlbayarternyata leblh besar ‘

danpada Jumlah pajak yang terutang atau dllakukan pembayaran
paJak yang ! tldak seharusnya terutang, & Lo

b SKPDN apablla Jumlah pajak yang dlbayar sama dengan Jumlah‘ -

pajak yang terutang

-(4) Apablla Jangka ‘waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) -

dllampaw Bupatl tidak memberikan keputusan permohonan

pengembahan keleblhan pajak dlanggap dlkabulkan dan SKPDLB

harus dlterbltkan dalam Jangka waktu pallng Iama 1 (satu) bulan

R (5) Apablla Wajlb Pajak mempunyal utang pajak Ialnnya keleblhan .

pembayaran pajak- sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) Iangsung

dlperhltungkan untuk melunasu terleblh dahulu utang pajak_,

dlmaksud CLEAT Ve Sl ‘»h"

Te.

e : ";(6) Pengemballan keleblhan pembayaran pajak dllakukan dalarn waktu B

pallng lama 2 (dua) bulan sejak dlterbltkannya SKPDLB

-A(7) Apablla pengemballan keleblhan pembayaran pajak dllakukan*

setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak dlterbltkannya SKPDLB
Bupatl atau pejabat membenkan imbalan bunga sebesar- 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran keleblhan pajak

Pasal 28

o
,x,‘

‘Aj;menyebutkan i b A e
~-a.nama dan alamatwajlb pajak - S

R T
profiet :

o b.- tanggal pembayaran pajak

g RN

e c. besamya keleblhan pembayaran pajak

SRR

d alasan yang Jelas

}:(2) Permohonan pengembahan {kériébi:han pembayaran pajak'

dlsampalkan secara langsung atau me|a|u1 pos tercatat

(3) Bukti penenmaan oleh Pejabat Daerah atau bukti- penglnman pos

tercatat merupakan buktl saat permohonan dlterlma oleh Bupatl

T

N S N
s

(1) Permohonan pengemballan keleblhan pembayaran pajak dlajukan* o
: jsecara tertuhs kepada Bupatn sekurang kurangnya dengan




: :ivrtanggal penyampalan Surat Paksa tersebut

Pasal 29 S

(1)Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengemballan

keleblhan pembayaran pajak Bupatl atau Pejabat yang dltunjuk
melakukan pemenksaan o - e -

(2) Pemerlksaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah
pemenksaan kantor dan/atau pemenksaan Iapangan L

Y
: e

o BAB XIII
KEDALUWARSA
' Pasal 30 ‘ [ A

', (1)Hak untuk melakukan penaglhan pajak kedaluwarsa setelah~’
- melampaui jangka waktu 5 (hma) tahun terhltung saat terutangnya ,

paJak kecuali’ apablla Wajlb pajak melakukan tlndak pldana bldang
perpajakan e . :

'(2) Kedaluwarsa penaglhan paJak sebagalmana dlmaksud pada‘

g ayat (1)tertangguh apablla

a dlterbltkan surat teguran dan surat paksa atau

| b ada. pengakuan utang pajak darl Wajlb Pajak balk Iangsung

. maupun tidak langsung

: ‘7 (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa sebagalmana "

N dlmaksud pada ayat (2) ‘huruf . a, kedaluwarsa dlhltung sejak

_ “k(4) Pengakuan utang Pajak secara Iangsung sebagalmana dlmaksudﬁ
pada ayat (2) huruf b adalah Waij Pajak dengan kesadarannya ‘
: j,menyatakan maSIh mempunyal utang Pajak belum melunasmya‘

B kepada Pemenntah Daerah

(5)’~Pengakuan utang secara tldak langsung sebagalmana dlmaksud

~ pada ayat (2) huruf b dapat dlketahw dari pengajuan permohonan :

"f°.f~~'angsuran “atau penundaan pembayaran dan permohonan

e keberatan oIeh Wajlb Pajak S
Pasal 31 i ;

'(1‘)‘F‘P|utang Pajak tldak mungkln dltaglh Iag| karena hak untuk ‘
e »melakukan penaglhan sudah kedaluwarsa dan plutang pajak dapat

cel dlhapus

. (2) Keputusan Penghapusan Plutang Pajak yang sudah kedaluwarsa, :

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan oleh Bupatn

(3) Tata cara penghapusan Plutang Pajak yangsudah kedaluwarsa .

dlatur dengan Peraturan Bupatl
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o omxv
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

: ,""‘(1) Setlap Pejabat dllarang membentahukan kepada plhak laln segala o
sesuatu yang dlketahw atau dlbentahukan kepadanya oleh Wajib -

Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah

 (2) Larangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) berlaku juga’:ﬂ A"g;‘.}

terhadap tenaga ahli yang dltunjuk oleh Bupati untuk membantu

- dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan';

perpajakan daerah R 7 B ?;

';;.(3) anecuahkan dan ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) s

dan ayat (2) adalah

a Pejabat dan tenaga ahll yang bertlndak sebagal SakSI atau saksu

- ' ahli dalam SIdang pengadllan

b Pejabat dan tenaga ahli yang memberlkan keterangan kepada -

plhak lain yang dltetapkan oleh Bupatl

(4) Untuk kepentlngan daerah, Bupatl berwenang membenkan izin

< Ltertulls kepada Pejabat sebagalmana dimaksud. pada ayat (1) dan:
“tenaga ahli - sebagalmana dimaksud * pada ayat (2) i supaya -

o “memberikan- keterangan memperhhatkan bukti tertulis dari atau
o tentang Waijib Pajak kepada pihak yang dltunjuknya

_(5) Untuk kepentmgan pemenksaan d| Pengadllan dalam perkara
- . pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan’Hukum Lol

" “Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat membenkan' L
~.izin tertulis untuk’ meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud = -
“pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dlmaksud pada
~ayat (2), bukti tertulls dan keterangan Wajlb Pajak yang ada :

padanya

‘l :
u

: 7(6) Permlntaan haklm sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) harus‘
S ;menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat keterangan-ﬁ
keterangan yang dlmlnta serta kaitan’ antara perkara pldana atau
"K’fperdata yang bersangkutan dengan keterangan yang | dlmlnta‘

ftersebut

BABXV i;ﬁw*g s
PENYIDIKAN T

EEPRe 51

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawan Negen Slpll tertentu di Ilngkungan Pemenntah,_
- Kabupaten - dlben wewenang khusus sebagal Penyldlk untuk .

'ffmelakukan penyldlkan tindak pldana dlbldang perpajakan daerah - :
- sebagalmana dlmaksud dalam Undang Undang Hukum Acaraf '

',Pldana




: a0l

ketentuan peraturan perundang undangan o ; :

(3) Wewenang Penyldlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah

atau” laporan berkenaan dengan tlndak pldana dlbldang

- menjadl Iengkap dan jelas;

b menelltl mencan dan mengumpulkan keterangan mengena|

£ dllakukan sehubungan dengan tindak pldana perpajakan daerah

",'-f.f’cr:.,‘memlnta keterangan dan bahan buktl dari orang prlbadl -atau S
" badan: sehubungan dengan tmdak pldana bldang perpajakan =

S ,Ldaerah

e _‘d.‘ memenksa buku buku catatan catatan dan dokumen-dokumen'w '

: ‘_."‘flaln berkenaan dengan tmdak pldana di bldang perpajakan
* _daerah ' ; N ' 4

S -melakukan penyltaan terhadap bahan buktl tersebut ﬁ_x, :

f memlnta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan tugas
E : .penyidlkan tlndak pldana dlbldang perpajakan daerah

"*ruangan atau - tempat: pada saat pemenksaan gsedang

o yang dibawa sebagalmana dlmaksud pada hurufe; ¢

7 h.’memotret seseorang yang berkaltan dengan tlndak pldana pajak
S daerah R R R s z L

: sebagal tersangka atau sak5| a

“ j. menghentlkan penyldlkan

"a menerima, mencan mengumpulkan dan menelltl keterangan ,

""“‘_perpajakan daerah agar - keterangan atau Iaporan tersebutﬁ

orang pnbadl atau badan- tentang kebenaran perbuatan yang

'ffx_e'.}melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti.
"‘.pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen laln serta

‘ g menyuruh berhentl dan/atau melarang seseorang memnggalkan -

i berlangsung dan memenksa identitas orang dan/atau dokumen.

o | 5memangg|I orang untuk dldengar keterangannya dan dlpenksa |

(2) Penyldlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah pejabat R N
Pegawal Negeri Slpll tertentu dl llngkungan Pemerintah Kabupaten o
- yang dlangkat oleh pejabat yang ben/venang ‘sesuai i dengan

K. melakukan tmdakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan RRE

- tindak’ pldana dlbldang perpajakan daerah menurut hukum yang
' bertanggungjawab S LTI S LN ?E

(4) Peny|d|k sebagalmana d|maksud pada ayat (1) memberltahukan :

»‘dlmulaunya penyxdlkan dan’ menyampalkan “hasil penyldlkannya
,‘,'kepada Penuntut ‘Umum melalw Penyidik Pejabat Polisi* Negara
Republik. lndonesna ‘sesuai dengan ketentuan yang dlatur dalam
Undang Undang Hukum Acara Pldana L : ‘
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BABXVI

KETENTUAN PIDANA o
 Pasala4 S

(1) Wajlb Pajak yang karena kealpaannya tldak menyampalkan SSPD
atau- mengisi - dengan tidak . benar - atau tidak - Iengkap -atau
~melamp|rkan keterangan yang tidak benar sehingga - meruglkan

keuangan Daerah dapat dlpldana dengan pidana kurungan paling

lama1 (satu) tahun dan/atau pldana denda pahng banyak 2 (dua)
~kaI| Jumlah pajak yang terutang o ST ; .

(2) Wajlb Pajak yang dengan sengaja tldak menyampalkan SSPD atau‘
mengl& dengan tldak benar atau tidak lengkap atau melamplrkan'

]‘keterangan yang tldak benar sehingga - merugikan * keuangan

. : fDaerah dapat dnpldana dengan pldana penjara pallng lama 2 (dua) . .
- ’;tahun dan/atau pldana denda pallng banyak 4 (empat) kah Jumlah_ o

’pajak yang terutang

- (3) Tlndak pldana sebagalmana d:maksud pada ayat (1) dan ayat (2)}

adalah pelanggaran

Pasal 35

N Tlndak pldana dxbldang perpajakan daerah sebagalmana dlmaksud; ;
e dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak dltuntut setelah meIampaun
S Jangka waktu 5 (hma) tahun sejak saat terutangnya pajak ' ’

Pasal 36 7 ’f E

o (1) Pejabat atau tenaga ahl| yang dltunjuk oleh Bupa’u yang karena'
’ kealpaannya tidak - memenuhl kewajiban merahaS|akan hal

| _sebagalmana dlmaksud dalam’ pasal 32 ayat (1): dan ayat (2),

: 'dlpldana dengan pldana kurungan pallng lama 1 (satu) tahun atau o

vdenda paling banyak Rp.4. OOO OOO 00: (empatjuta ruplah)

(2)_Pe1abat atau tenaga ahli yang dltunjuk oleh Bupatl yang’ dengan

.sengaja tldak “memenuhi-. kewajlbannya atau seseorang

_menyebabkan tldak dlpenuhmya kewajlban Pejabat sebagalmana '

“dimaksud. dalam pasal 32 ‘ayat (1) dan ayat (2), dlpldana dengan

pldana kurungan paling’ lama 2 (dua) tahun atau denda palmg o

e banyak Rp.10. 000. 000,00 (sepuluh Juta ruplah) S 2

' ‘_(3)"::Penuntutan terhadap tlndak pldana sebagalmana dlmaksud pada o

~ ayat (1) dan ayat (2) hanya dllakukan atas pengaduan orang yang
o kerahaSIaannya dllanggar ‘ : . R «

S (4) ,’Tuntutan pldana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan
- ayat’ (2) sesuai dengan snfatnya adalah menyangkut kepentlnganf

‘ pribadi seseorang atau Badan selaku Wajlb Pajak karena itu
: Qduadlkan tlndak pldana pengaduan : v :




i pada tanggal 24 Mei 2011 -

‘&P?‘sa| 437 | ot

' .dan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerlmaan Negara

BAB. xvn N N A
KETENTUAN PENUTUP s

Pasal 38

}Peraturan Daerah ini mula: berlaku pada tanggal dlundangkan

: .Denda sebagalmana dlmaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat @)

- Agar setiap orang mengetahunnya memermtahkan pe“QUndangan
Peraturan Daerah ini dengan. penempatannya dalam Lembaran

" Daerah Kabupaten Bengkalls

Dltetapkan dl Bengkalls -
pada tanggal 24 Mei 2011 ;

BUPATI

AL HERLIYAN[SALEH

‘Dlunda‘ng:k}avn di Bengkalis =

i »SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS <

: . Drs.H . ASMARAN HASAN
" PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19550720 198003 1 008

‘ ‘LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
: ;TAHUN 2011 NOMOR 02 e



R PENJELASAN ATAS . : S
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS s
C NOMOR 02 TAHUN 2011 o

TENTANG

[ | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN_/ |
Sl UMUM 7 L e SRR |
| | Dalam pelaksanaan otonoml daerah tlap-tlap daerah mempunya| hak dan

- “kewajiban mengatur dan - mengurus sendlrl urusan - pemenntahannya untuk

_meningkatkan efisiensi- dan efektifitas penyelenggaraan pemenntahan dan pelayanan
kepada- masyarakat ‘Disamping itu .dalam upaya mewu1udkan kemandman daerah

perlu dilakukan upaya-upaya mtensnfnkasn dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan' i

_asli daerah, sesuai dengan potenS| daerah dan kemampuan masyarakat Berdasarkan

‘Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak’ Daerah dan Retnbusu Daerah :

,Pemerlntah Daerah telah diberi kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak,

dlantaranya kewenangan terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari .
paJak pusat menjadl paJak daerah kabupaten/kota ‘Ketentuan perallhan dalam o

*Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi: Daerah
‘_pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan ‘Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan

ketentuan yang lama’ yaitu Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea ,
~ Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagalman telah - diubah : dengan
jUndang Undang '20. Tahun 2000 diberi batas waktu sampai dengan pallng Jama 1 ’

(satu) tahun sejak dlberlakukannya Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang o

S Pajak Daerah dan Retnbusn Daerah

~Tanah dan Bangunan kewajlban dan hak plhak plhak yang berkepentmgan dalam
., pemungutan pajak, serta sank5| admininistratif maupun sanksi pidana bagi plhak-plhak

~ yang tldak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
"'»Hal ini dlmaksud agar dengan berallhnya pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah -
~dan Bangunan dari Pemenntah Pusat ke Pemenntah Daerah pengelolaannya Ieblh _

' berdaya guna dan berhasxl guna

" Ill. PASAL DEWMI PASAL e

: Pasal 1.

Cukup jelas
Pasal2.
_ Ayat (1) L v
Cukupjelasf:,i’_' i S

Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewu;udkan efsnensn danf"
: efektlf tas pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh daerah "
- “maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
" dan Bangunan perlu segera dltetapkan Peraturan Daerah ini mengatur berbagal hal
yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah terutama Bea Perolehan’ Hak Atas -



T

Ayat @ S
o Cukﬁb]elas R
-Ayat (3) :
: Hurufa \'
*f ‘lfAngka 1) e
- Cukupjelas e
k:‘Angka 2) ;, 5 |
Cukup Jelas :
7Angka3) SR : :
 Cukipiess e TN B
ﬁAmm4) S FE g

f‘.Hlbah waSIat adalah suatu penetapan waSIat yang khusus :

; '».‘,mengenal pemberian. hak atas tanah dan atau bangunan. -

, ]_kepada orang prlbadl atau badan’ hukum tertentu yang berlakur o
E setelah pemben hlbah wasnat menlnggal dunla ‘

'Angka 5) ! i A
‘ Cukup jelas S
_ Angka6) - |

: ";,Yang dlmaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau

‘-“atau bangunan dari orang pnbadl atau badan kepada Perseroan

;;_badan hukum lalnnya adalah pengallhan hak atas. tanah dan - e

e ‘Terbatas atau badan hukum Ialnnya sebaga| penyertaan modal;‘ R

| \“pada Perseroan Terbatas atau badan hukum Ialnnya tersebut
. Angka 7) o : ;

B , Pemlsahan hak yang mengaklbatkan ' perallhan adalah _
‘ S o . pemlndahan sebaglan hak bersama atas tanah- dan atauy}" ‘

bangunan oleh orang pnbadl atau badan kepada sesama, SRR £

pemegang hak bersama T
. Angka 8) o |

Penunjukan pembeh dalam lelang adalah penetapan pemenang e
lelang oleh Pejabat Lelang sebagalmana yang tercantum dalam :

‘ Rlsalah Lelang

‘?Angka9> O 95 D
’,fj,Sebagal pela‘kéanaan d'an putusan haklm ‘ yang telah~

P ~_'fmempunya| kekuatan “hukum yang tetap, terjadl perallhan hak;"

, .~ _dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak
s \kepada plhak yang dltentukan dalam putusan haklm tersebut




s 'Angka 10)

. yang menggabung
‘ _Angka 11)

Peleburan usaha adalah penggabungan dari- dua atau Ieblh

= mellkU|daS| badan badan usaha yang bergabung tersebut
' ‘Angka 12) 5 ’ o

R Pemekaran usaha adalah pemlsahan suatu badan usaha

:' -:f. menjadi dua badan usaha atau- lebih dengan cara: mendlnkan
. badan usaha baru dan mengallhkan sebaglan aktiva dan pasiva

» }fkepada badan usaha baru tersebut yang dllakukan tanpa
‘ "mehkundasn badan usaha yang lama ok ;

: ”"‘Angka 13)

Hadlah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak

L : prlbadx atau badan hukum kepada penenma hadlah
;‘Hwa k . ‘
Angka 1)

S AL e B

: ““.'s'i!., S ’

R f,dan pelepasan hak
: Angka 2)

| ~"~'},_§"Yang dlmaksud dengan pembenan hak baru di luar: pelepasan_

g "vhak adalah pemberlan hak baru atas tanah kepada orang
S pnbadl atau badan hukum dan Negara atau dan pemegang hak
*milik menurut peraturan perundang undangan yang berlaku

}Ayat‘ 4)

. -«Hurufa Ch

dlpunyal .orang prlbadl atau badan badan hukum tertentu yang
dltetapkan oleh Pemenntah S o -

. Hurufb z

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dlkuasal

langsung oleh Negara dalam Jangka waktu sebagalmana yang

dltentukan oleh perundang undangan yang berlaku i - ﬁ:j;

3 ;ijenggabungan usaha adalah penggabungan dan dua badan ‘v ‘,
~ usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdlnnya -
_ }salah satu badan usaha dan mehkundasn badan usaha lamnya E

“badan usaha dengan cara mendmkan badan usaha baru dan -

atas tanah dan atau bangunan yang dllakukan oleh orang

S Yang dlmaksud dengan pembenan hak baru karena kelanjutan '
oy pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang - ‘;
"_g_,pnbadl atau badan hukum dan Negara atas tanah yang berasal L

Hak mlllk adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapatﬁ




Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendmkan dan mempunyal
bangunan bangunan atas tanah ‘yang bukan mlhknya sendlrl dengan
‘jangka waktu yang dltetapkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun-
f, 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agrarla R g

Huruf d

dari tanah yang dlkuasal Iangsung oleh Negara atau tanah milik orang

- lain, yang memben wewenang dan kewajlban yang dltentukan dalam

. keputusan } pembenannya : oleh pejabat yang berwenang

- membenkannya atau dalam perjanjlan dengan pemilik tanahnya yang

“bukan perjanjlan sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
o segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jlwa dan

“'._peraturan perundang undangan yang berlaku ’ S o

Hurufe

'Hak m|I|k atas satuan rumah susun adalah hak mlllk atas satuan yang

susun mehputl Juga hak atas bag|an bersama benda bersama dan
- tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tldak;
. e terplsahkan dengan satuan yang bersangkutan ekl e '
- Huruff gt ', e ', e o
: : Hak pengelolaan adalah hak menguasan dari‘ “Neg'ar‘é; yang‘
kewenangan ‘ pelaksanaannya ‘sebagian dlllmpahkan ':fkepada
~. pemegang haknya ‘antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan
‘fpenggunaan tanah, penggunaan tanah- untuk keperluan pelaksanaan

e tugasnya penyerahan baglan baglan dari tanah tersebut kepada plhak ,
ketiga dan atau bekerja sama dengan plhak ketlga - i

Lol
ERNT, T

‘ Ayat (5) :
: Hurufa e

i~
.»ta‘
i
NEREY ]
3.
b

Cukupjelas : S N ke c
.Yang dlmaksud dengan tanah dan atau bangunan yang dlgunakan
~untuk penyelenggaraan pemenntahan dan atau untuk pelaksanaan

: pembangunan guna kepentlngan umum adalah tanah’ “dan atau
bangunan yang dlgunakan untuk penyelenggaraan pemerlntahan baik

'Hak paka| adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasnl

~ bersifat perseorangan dan terplsah Hak milik atas satuan rumah S

- Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan keglatan yang = -

 semata- mata tidak- dltUJukan untuk mencari keuntungan mlsalnya'

- tanah dan atau bangunan yang: dlgunakan untuk mstansu pemenntah’ ;L

: rumah saklt pemerlntah Jalan umum




A L

dec' 

Badan atau perwakllan organlsaSI mternasnonal yang dlmaksud dalam |
pasal ini adalah badan atau pewvakllan orgamsasn lnternasmnal ‘baik
pemermtah maupun non pemenntah ’ » SRR

Huruf d

Yang dlmaksud dengan konversn hak adalah perubahan hak dan hak
Iama menjadl hak baru menurut Undang undang Pokok Agrana : B
termasuk pengakuan hak oleh Pemerlntah ' S :

AContoh ; , o S

1. Hak Guna Bangunan menjadl Hak Mlhk tanpa adanya perubahan

nama SERES L = e

'2 ‘Bekas tanah hak m|l|k adat (dengan buktl surat Glrlk atau -
sejemsnya) menjadl hak baru R T Caeno e

‘ ‘Yang dlmaksud dengan ’ perbuatan hukLim Ial'ni mlsalnya
o memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama

- Contoh

| Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dllaksanakan balk
sebelum maupun setelah berakhlrnya HGB B ~
HmMe S ‘j,f, ‘, : ,- | knﬁ;
| . Yang dlmaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pnbadl atau
badan yang memisahkan sebaglan dari- harta kekayaannya yang’_
"fberupa hak  milik - tanah dan’ atau bangunan dan melembagakannya,f ]
untuk - selama Iamanya “untuk kepentlngan perlbadatan : atau
‘ kepentlngan umum Ialnnya tanpa lmbalan apapun ; ~

Huruff S ST
Cukup jelas Sy

"[:}',;‘;,A:Pasal 3 R : S P L

’ Ayat (1) \ o

Cukupjelas f ( . : I

o AYat (2) D R BRI T o SR i
| Cukupjelas RIS e o o B
}Ayat(1) \ : B A e T

| Cukupjelas T g o Sl ERE

’Ayat (2) o s o - 3

Huruf a

Yang dlmaksud dengan harga transak5| adalah harga yang terjadl dan ’

e

telah dlsepakatl oleh plhak—plhak yang bersangkutan Bt g

cow

pIr RS

G



ﬁ,',ﬁ’.‘;f‘_'Hurufb | e
| Cukup Jelas SR

Hurufc

Cukup Jelas. o
Hurufd A e
| CUKup jelas _,-Lir T T B

fHUrufe : E I

| CUKUp jelas .
Huruff : . o ‘
: | Cukuplelas:”
VémeQ ", |
' Cukup Jelas L
s Hurufh -

Cukup Jelas‘ . 2
."HUI'Ufl : : L

Sl Cukup Jelas L

L HurufJ _ B

7 Cukup jelas
“Hurufk ‘ L |
‘ | C”kUP Jelas e
’Hurufl S i
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_ Cukup Jelas I
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AN Cukupjelas
o Ayat(3) e ey
’ Contoh

Wajlb Pajak “A" membeh tanah dan bangunan dengan N|la| Perolehan Objek
S Pajak (harga transak3|) Rp.30. OOO OOO 00 (tlga puluh juta rupiah).: N|Ia| Jual -
) Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ‘yang dlgunakan dalam
' pengenaan- Pajak Bumi dan- Bangunan adalah sebesar Rp.35. :000.000,00
- (tiga puluh I|ma juta ruplah) maka -yang dipakai sebagal dasar pengenaan' -
' Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp35.000. 000 00 (tiga
E puluh lima Juta ruplah) dan bukan Rp 30. OOO 000 00 (tlga puluh Juta ruplah)

RN »
v 4 ) L

b . > r
B : -




a ;"“;;.gAyat 4 5
- Cukup,enas{}s‘ -
yat (5)
CUkUpJelas ;' i
e Ayat (6) S ; |
CUkUP Jelas::; .
| ‘Ayat (7) o
‘ CUKUPJelas:;_
E Ayat ® ,‘
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Pasal5 L
CUKUP Jelas:;
- »‘»Pasal 6
Ayat (1) |
j CUKUP Jelasﬁ.; R
 Ayat (2) a
‘pasa|7 . P
CUkUPJelas’"
Pasal 8
1 Ayat'(1)
| Hurufa

Yang dumaksud dengan sejak tanggal dlbuat dan dltandatanganmya
akta dalam pasal ini adalah’ tanggal dibuat dan dltandatangmya akta
pemlndahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notans S

A »?'Huruf b

Cukup jelas o
'v‘(‘:?zHurufc R
CUkUpjelas~5;;{;"."f SR
_Hurufd o |

E C“kup Jelas__

: 'Huf”fe o » »
i Cukup jelas S
'Huruff i .

CUKUp Jelas“ ik




3% ;:;Hurufg

: . Hurufn '

SR Yang dlmaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang Ielang
fadalah tanggal dltandatanganlnya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor
,Lelang Negara atau kantor Ielang Ialnnya sesual dengan peraturan
.perundang undangan yang berlaku yang. memuat antara Iam namaf
pemenang Ielang ‘ Rt : -

;Huruf h
Huruf i
’ rHu}rufJ
:‘iHQMK

‘f 'Hurufl

: Hurufm'

Cukup jelas ’

Cukup jelas Fo i

Cukup Jelas iﬁ
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Cukup Jelas L o

Cukup jelas‘ “

Cukup jelas - -

Cukup Jelasf‘: L

Huruf o

Ayat @
~ Cukup Jelas
,Pasal 9

| "Ayat 1)

Ayat (2)

‘ - negara.
: Ayat (3)

: ”f[Pasal 10
~ Ayat U8
' Cukup jelas

Cukup jelas i

Cukup Jelasvk.“:‘:‘ S

Cukup Jelas

Yang dlmaksud dengan nsalah Ielang adalah kutlpan nsalah Ielang yang
dltandatanganl oleh. kepala kantor yang membldangl pelayanan Ielang
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‘f7‘!°Awat(3)

o Ayat 3)
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S CukupJeIas

~ Pasal 11 o

CAyat(l)

| Cukupjelas iU E T e R

Cukuplelas CEERN Rt ok
- Ayat(3) o

» | ‘peraturan yang mengatur mengenal D|S|pl|n Pegawal Negerl Slpll ‘
Pasal12 ' i . ) e T
| Cukup jelas A B e k

Cukup jelas Lo ’

Cukupjelas AT T s DR Gl
[ T e
S pasits it men AR o

mat e R
e Cukup Jelas 2 o o
CoAm@
S CukupJeBS['*;‘ Dot R e g

| Cukup Jelas | - i & |
. Pasal14 £ P Cae T R e

i‘t,’PasaI ini mengatur tentang penerbltan surat ketetapan pajak atas pajak yang : :
- dibayar sendiri.- Penerbltan surat ketetapan - pajak dltUJukan kepada Wajlb Pajak -
- tertentu yang dlsebabkan oleh ketidakbenaran dalam: _pengisian SSPD atau karena}__—,"

P dltemukannya data flskal yang tldak dllaporkan oleh Wajlb Pajak
| Ayat M | ‘

Ketentuan ayat ini memben kewenangan kepada Bupatl untuk dapat S
~menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus
< “tertentu seper’u tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap - :
" Waijib- Pajak tertentu’ yang nyata nyata atau berdasarkan hasil pemenksaan v

L tidak memenuhi ‘kewajlgban ‘form&alrdan ata_u,kewajlban materlal

54
A 2 2

Peraturan perundang undangan yang dlmaksud dalam pasal |n| antara lain,




Contoh

R

fSeorang Wajlb Pajak tldak menyampalkan SSPD pada tahun pajak 2009
Setelah dltegur dalam Jangka waktu tertentu juga belum menyampalkan_, _
'Surat Pemberltahuan Pajak Daerah -maka dalam Jangka waktu paling
" lama 5 (lima) tahun Bupatl dapat menerbltkan Surat’ Ketetapan Pajak '

‘ Daerah Kurang Bayar atas pajak yang terutang P

'Seorang Wajlb Pajak menyampalkan SSPD pada tahun pajak 20089.
. Dalam Jangka waktu paling lama: 5 (llma) tahun ternyata darl hasil
M 'pemerlksaan Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang dlsampalkan tidak .

| benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut Bupatl dapat -

menerbltkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dltambah‘

Huruf a:

. dengan sank51 admlnlstraS|

.. Wajib Pajak sebagalmana dlmaksud dalam Contoh 2 yang telah
dlterbltkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar apablla dalam
i - jangka waktu paling lama 5 (lima): tahun sesudah pajak yang terutang
o dltemukan data baru dan atau data. yang semula belum. terungkap yang
f menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Bupati
~ dapat menerbltkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
.“Tambahan ' : » : : S

. 'Wajlb Pajak berdasarkan hasnl pemenksaan Bupatl ternyata Jumlah pajak

o yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau paJak tidak -
T terutang dan tidak ada krednt pajak ‘maka Bupat| dapat menerbltkan Surat -
Ketetapan Pajak Daerah N|h|| S :

Angka 1) _ SEE
. Cukupjelas e s )
_' Cukupjelas a
Angka 3) ’ | i i s 2
i 'Yanjgj "dimaks‘ua idengan‘ pye‘netapa‘tn ' pajak secara f‘jabatan”
adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dllakukan
;' oleh Bupati atau pejabat yang dltunjuk berdasarkan data yang- -
: Tiada atau. keterangan Iam yang d|m|l|k| oleh Bupatl atau
= ”Tipejabat yang dltunjuk Do i "i" :
Cukupjelas : SR R R S
Hurufc‘ L , , , ,
CukUPJelaS e Lol JE R NE S '




- -35?ykf2

e, Ayat(2) RE a : S
) Ayat ini mengatur sanksn terhadap Wajlb PaJak yang tldak memenuhlg
- kewajiban perpajakannya yaitu. mengenakan sanksi admmustrasn berupa = .
- bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak’ atau terlambat S
dlbayar untuk jangka waktu pahng Iama 24 (duapuluh ‘empat) bulan atas.
 pajak yang tldak atau terlambat dlbayar Sank3| adm:mstrasn berupa bunga
~dihitung - sejak saat terutangnya pajak sampal dengan dlterbltkannya :
'_'SKPDKB : , . . SEE w : , '
Ayat (3) . ; ST
- Dalam- hal Wajlb Pajak tldak memenuhn kewajlban perpajakannyaf o
'» sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, yaltu dengan dltemukannya
data’ baru dan atau data yang semula belum terungkap yang: berasal dari
- hasil pemenksaan sehlngga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap
~Waijib Pajak dlkenakan sanks: administrasi_berupa kenaikan 100% ' (seratus
~ persen) dari jumlah kekurangan pajak Sank3| admlmstra3| ini tidak dlkenakan -
" apabila Wajlb Pajak melaporkannya ', sebelum dladakan tlndakan’, -
pemenksaan S : ;

;«‘V’Pasa|15 i o | e e R
= *?\yat(1) A ’"fi S '?f; *f;;f,;éi’ifj?;";nt “'S}yy};;;A‘-iy 'g,Q@a,‘},
T Cukupjelas SRR R

o ﬁvAyat (2) | i
S Cukup Jelas
‘ ' Pasal 16 L
fey : Ayat (1)

Hurufa

Hme B N R SRR R  RE  P

f‘ Yang d|maksud dengan pemenksaan adalah pemenksaankantor |

Hurufc

*
i

Y Sanksn admnmstrasu berupa bunga dlkenakan kepada Wajlb Pajak yang
. tldak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi - '

adm|n|stra3| berupa ‘denda  dikenakan karena tidak dlpenuhlnya"‘ ,
: ketentuan formal mlsalnya tldak atau terlambat menyampa|kan

Ayat (2)

Ayat ini mengatur pengenaan sank5| admnmstrasn berupa bunga atas STPD"_»;‘
yang dlterbltkan karena G Al L :

LAY
e

a. pajak yang terutang tldak atau kurang dlbayar

b. pemenksaan SSPD yang menghasnkan pajak kurang dlbayar karena
terdapat salah tulls dan atau salah hltung | =




AYat (1) | R SRR ‘ -
. SKPDKB SKPDKBT STPD dan Surat Keputusan Pembetulan ~Surat -

Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
. pajak yang harus drbayar bertambah merupakan sarana admlnrstrasr bagi

o Pasal 19

| Contoh R 5 . ‘
1 Pajak yang terutang trdak atau kurang dlbayar : ;_frf,':

; - Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September 2009
B Wajrb Pajak - ‘AT terutang pajak sebesar Rp5 000. 000, 00 ‘Pada saat
fﬁterjadmya perolehan tersebut, pajak dlbayar sebesar Rp4 000 000,00.

Atas kekurangan- paJak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember. E

- 2009 dengan penghltungan sebagar berrkut i
= Kekurangan ST R Rp 1. ooo 000, oo
- Bunga =4x2% xRp1. ooo ooo 00 — Rp,_* 180.000, 00 (+)
Jumlah yang harus dlbayar dalam STPD Rp 1 080 000 00

2. Hasrl pemenksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

: Bangunan ,Q: L ~Wx~_. ;,gﬁis T ; gg;

: Wajrb Pajak “B" memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Junr
. 2009. Berdasarkan pemenksaan SSPD yang dlsampalkan Wajlb Pajak

B, ternyata terdapat salah hltung yang menyebabkan pajak kurang'

'v dibayar sebesar Rp1. 500. 000 00.. “Atas: kekurangan pajak tersebut

L dlterbrtkan STPD pada tanggal 23 September 2009 dengan penghltungan' ‘ H

- . sebagai berikut: -~ IR Y
'Kekurangan bayar Rp 1 500 000 00

' lE'Bunga 4 X 2% X Rp1 000 000 OO =, " Rp 120. 000 00 ( )

: Jumlah yang harus dlbayar dalam STPD Rp 1 620 000 00

Avat (@) |
; Cukupjelas A
Pasal 17

: Bupatl untuk melakukan penagrhan pajak
PYCTe R N
- Cukupjelas
Pasal 18 |
Ayat(1) e Lo
o Cukupjelas h
| ."Ayat @
- Cukup Jelas

Huruf a.

Pajak

: Kondrsr tertentu Wajlb Pajak yang ada hubungannya dengan Objek




g K‘contoh

h 1 Wajlb Pajak tldak mampu secara ekonomls yang memperoleh hak -
baru melalun program pemerlntah di bldang pertanahan : -

2. Wajlb Pajak pnbadl menenma hibah darl orang pnbad| yang

mempunyal hubungan keluarga sedarah dalam garls keturunant |

, lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
. Hurufb s RS = ' |

UKondnsn Wajlb Pajak yang ada hubungannya dengan sebab sebab o
tertentu, contoh ' :

i

i
by
?’

oA, Wajlb Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalun pembellan,
V,darl hasil ganti rugi pemenntah yang n|Ia| gantl rugmya d| bawah
N|la| Jual Objek Pa;ak S : : '

o 2:. Wajlb Pajak yang memperoleh ‘hak atas tanah sebagan penggantn |
- atas tanah yang dibebaskan "oleh pemerlntah untuk kepentlngan_.
umum yang memerlukan persyaratan khusus L ; :

3. Wajlb Pajak yang terkena dampak knsus ekonoml dan moneter yang
. berdampak Iuas pada kehldupan perekonomlan nasional sehlngga
- Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang

- usaha sesual dengan kebuaksanaan pemerlntah it o

i

Hurufc
T -Contoh

jTanah danlatau bangunan yang dlgunakan antara lain, untuk pantl )

asuhan pant| jompo, rumah yatlm piatu, pesantren sekolah yang tidak |

gE "dltUjUkan mencari keuntungan rumah saklt swasta mstntusn pelayanan o
‘ 505|al masyarakat e SR S

Ayat (2)
‘ Cukup Jelas

S Pasal 20
- Ayat A

L ,:‘-Apablla Wajlb Pajak berpendapat bahwa Jumlah paJak dalam surat ketetapan .

% pajak dan pemungutan tidak sebagalmana mestlnya maka Waijib Pajak dapat
_ _ mengajukan keberatan hanya kepada Bupati - ‘yang menerbltkan surat
1 Co L ketetapan pajak Keberatan yang dlajukan adalah - terhadap maten atau isi

. dari ketetapan dengan membuat perhutungan Jumlah yang seharusnya
—i dibayar. menurut perhltungan Wajlb Pajak Satu keberatan harus dlajukan'v -

’terhadap satu Jenls pajak dan satu tahun pajak
""Hurufa " e e
. Cukupjelas o

: Hurufb S R
1 Cukup Jelas o




SRREEE I S

e CUkUPjelas
}Huruf d -
Cukup jelas

Ayat (2)

v Yang drmaksud dengan‘ alasan alasan yang jelas adalah mengemukakan
o dengan data atau bukti bahwa jumiah pajak yang terutang atau pajak lebrh
' bayar yang dltetapkan oleh frskus tldak benar = : Lo

Ayat (3)

Yang drmaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya adalah ‘suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Waijib Pajak mrsalnya
: karena Wajrb Pajak saklt atau terkena musrbah bencana alam e

Ayat (4)

- ’Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagl Wajlb :

: (,Pajak adalah _harus - melunasi terlebuh dahulu -sejumlah kewajrban B
perpajakannya yang telah disetujui Wajrb Pajak pada saat pembahasan akhir
hasil pemerrksaan Pelunasan tersebut harus dllakukan sebelum Wajrb Pajak B
mengajukan keberatan. . R ‘ : -

o Ketentuan drperlukan agar Wajrb Pajak trdak menghrndar darr kewajrban ) .
. untuk membayar pajak yang telah drtetapkan dengan dalrh mengajukan
keberatan sehrngga dapat drcegah terganggunya penenmaan Daerah

 Ayat(s)
| Cukup jelas
Ayat (6) }

o Tanda buktr penerrmaan Surat Keberatan sangat drperlukan untuk memenuhr
ketentuan formal Drterrma atau trdaknya hak mengajukan Surat Keberatan o
, drmaksud tergantung dlpenuhrnya ketentuan batas waktu sebagalmana, :
o dimaksud pada ayat (3) yang drhrtung mulai drterbrtkannya surat ketetapan
E pajak sampar saat dlterrmanya Surat Keberatan tersebut oleh Bupatr

i

L Tanda bukti penerlmaan tersebut oleh Wajrb Pajak dapat juga drgunakan'
,‘ ;sebagal alat kontrol baginya untuk mengetahur sampar kapan batas waktu 12
(dua belas) bulan sebagarmana drmaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berakhrr

. _Tanda bukti penerrmaan rtu drperlukan untuk memastrkan i bahwa

i keberatannya dikabulkan, apabrla dalam jangka waktu tersebut Wajrb Pajakf

i trdak menerlma surat keputusan darr Bupatr atas Surat Keberatan yang
: drajukan cop TR T T T e T e T R

Ayat (7)
Cukup Jelas
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~ P'asal‘2'1.'
¥€Ayatm) o
S Cukup Jelas )
;J\yat(Z) ‘
3 Cukup Jelas
Ayat (3)

Dalam keputusan keberatan tldak tertutup kemungkman utang pajaknya “
~ bertambah berdasarkan hasnl pemenksaan atau keterangan lain: karena ada
data baru yang tadmya belum terungkap atau belum dllaporkan

‘ :Ayat (4)

_ Ketentuan |n| dlmaksudkan untuk membenkan kepastlan hukum kepada o
_ Wajib Pajak maupun flSkUS dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena -

~ itu keberatan yang. dlajukan oleh Wajlb Pajak harus diberi keputusan oleh. .

- Bupati- dalam Jangka waktu pahng Iama 12 (dua belas) bulan sejak Surat, S
'Keberatan dlterlma SRS e R |

Pasal 22
",;Ayat (1)
Cukup jelasfj
;',Ayat ) S
o : CukupJelas
 Avat@3) -
Cukupjelas'.‘[ Tl e R G
‘~iPaéal23 R e e R R L
© Cukwpjelas
- ,‘Pasal24 : -'f:;':'v f;’;?2;{~fiAf f;;‘?lfff; ?°:f } 3j' 7 g;féV~‘f
Ayat(). o T e e
| ; Cukup jelas" A
1 Ayat 2) - E
v Cukupjelas:] R CCARRY e T ] e
CukupJelas>_ L ltare [ T
Ayat 4) - 4 i | Lead
e Dalam hal batas waktu tldak dapat dlpenuhl oleh penggugat karena keadaan

~di-luar kekuasaannya (force majeur) maka Jangka waktu dlmaksud dapat
dlpertlmbangkan untuk dlperpanjang ' ;

o Avate)
| Cukup jelas e &




5 _,_:-Ayat ®

) Cukup jelas
" Pasal2s
Cukup jelas
_ Pasal 26 :
Ayat (1)
R Cukup Jelas
Ayat (2) f
o Hurufa . ‘ ek ‘
B ‘;Dalam praktlk dapat dltemukan sanksx admlnlstra3| yang dlkenakan
- _kepada Waijib Pajak tldak tepat karena ketldaktelltlan petugas pajak
-~ yang dapat membebam Wajlb Pajak yang tidak bersalah atau tidak -
= - memahami- peraturan perpajakan Dalam - haI demlklan sanksi =
: -:;,admnmstrasn berupa bunga, denda, dan kenalkan yang, telah dltetapkan
dapat dlhapuskan atau dlkurangkan oleh Bupatl T
Hurufb L | R
«PBupatl karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadllan dapat
_?mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, -
 misalnya Wajlb Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena
_tldak memenuh| persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan .
\tldak pada waktunya) mesklpun persyaratan matenal terpenuhl :
A T
Cukupjelas S R
CPasal27
Ayat (1) f
Cukup jelas i
yat @) | , e ,
Bupatl sebelum membenkan keputusan dalam haI keleblhan pembayaran o
7 pajak harus melakukan pemerlksaan terleblh dahulu RO L S :
Ayat 3) Fa SR

o Ayat ini membenkan kepastlan hukum balk kepada Wajlb Pajak maupun |
: fskus dan dalam rangka tertib - admlnlstra3| perpajakan Oleh karena itu,
permohonan ‘kelebihan pembayaran pajak yang dlajukan oleh Wajlb Pajak

harus diberi keputusan oleh Bupatl B R
Ayat(5) p o
- Cukup jelas




| Ayat (1)

o Ayét (3)

e Pasal 29
'Ayat (1)

 Ayat@)

Pasal 30 i

O Ayat @

A fAyat ©
,. Cukupjelas
 ,  Ayat (7)

: ‘ keleblhan
Pasal 28

o Cukupjelas P
 AVat(2)
R Cukupjelas o LR

Cukup jelas‘ CmEs

!
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e
SN
¥
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EA
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Cukup JeIaS;' e -
C Cukup Jelas _

' Ayat(1) SN

5
¥

Saat kedaluwarsa penaglhan pajak |n| perlu dltetapkan untuk memberl o

kepastlan hukum kapan utang pajak tersebut tldak dapat dltaglh Iagl

‘1 B -

2R

o Hurufa :

Dalam hal dlterbltkan Surat Teguran dan Surat Paksa kedaluwarsa ‘

. _ penaglhan dlhltung sejak tanggal penyampalan Surat Paksa tersebut
L Hurufb : ‘ S B

‘Yang dlmaksud dengan pengakuan utang pajak secara Iangsung}:‘

- adalah Wajlb Pajak -dengan kesadarannya menyatakan ‘masih

mempunyal utang paJak dan belum melunasmya kepada Pemerlntah o

= " Daerah.

"'}Yang dlmaksud dengan pengakuan utang secara tldak langsung
'Tadalah Wajlb Pajak tldak ‘secara nyata nyata Iangsung menyatakan‘
', bahwa ia mengakuu mempunya| utang pajak kepada Pemenntahﬂ

- »Daerah

Besarnya lmbalan bunga atas keterlambatan pengemballan keleblhan‘
pembayaran pajak dlhutung dan ‘batas waktu- 2. (dua) bulan sejak
' dlterbltkannya SKPDLB sampal dengan saat dllakukannya pembayaran ‘




o g L e

: V_-Contoh

- Wajlb Pajak mengajukan
? pembayaran ‘

- Wajlb Pajak mengajukan permohonan keberatan
Ayat (3) : e '

| -a. Surat Pemberltahuan laporan keuangan dan laln Iam yang dllaporkan‘ '
L voleh Wajlb Pajak DT R o , :

‘b.? data yang dlperoleh dalam rangka pelaksanaan pemerlksaan

; ﬁg. dokumen dan/atau data yang dlperoleh dan plhak ket|ga yang bersnfat

" rahasia;

p’ermohona'n |

- Cukup Jelasb
 Avat(4) o
Cukupjelas Eoy
. Ayat(5) S
e Cukupjelas‘jj’?"“
i Pasal3l o
Ayat (1) 1
Cukup Jelas
o Ayat (2) S
S Cukupjelasziéi “
oAyt e
Cukupjelas o
_Pasal 2
: ‘Ayat (1) o

o :'Setlap pejabat balk petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di e
L bidang perpajakan Daerah, ~dilarang mengungkapkan kerahas:aan Wajlb i
~ '_ Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah antara laln ‘

angsuran/penundaan

edy

o d. dokumen dan/atau rahasna Wajlb Pajak sesuau dengan ketentuan o

o peraturan perundang undangan yang berkenaan

Ayat (2)

fPara ahll sepertn ahh bahasa akuntan pengacara dan sebagalnya yang"'

"dltunjuk oleh Bupatn untuk membantu pelaksanaan Undang Undang

.‘j-,perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dllarang pula, }‘

- untuk- mengungkapkan kerahasman Wajlb Pajak sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) . T e

LT
oLy




- | Ayat (3)

. Ayat (3)

umum tentang perpajakan Daerah
Ayat (4) |

. Untuk kepentlngan Daerah mlsalnya dalam rangka penyldlkan penuntutan »
i atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi _lainnya,
L keterangan atau bukti tertuhs dari atau tentang Wajlb Pajak dapat dlberlkan |

atau dlperllhatkan kepada plhak tertentu yang dltunjuk oleh Bupat: G

BE ‘Dalam’ surat izin yang dlterbltkan Bupat| harus - dlcantumkan nama Wajlb

‘Pajak, nama plhak yang dltunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli ,
- yang diizinkan - untuk membenkan keterangan atau memperllhatkan ‘bukti
- tertulis -dari atau’ tentang Wajlb Pajak Pembenan izin tersebut dilakukan

_ R secara terbatas dalam hal- hal ‘yang dlpandang perlu oleh Bupatl
g .:Ayat (5) | [ 2

o pldana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah '
deml kepentmgan peradllan Bupatl membenkan izin pembebasan atas

- Yang dlmaksud dengan plhak lain, antara laln adalah Iembaga negara atau
instansi pemenntah Daerah yang berwenang melakukan pemerlksaan di

: :bldang keuangan Daerah ‘Dalam - pengertlan keterangan - yang dapat
dlberltahukan antara’ lain,’ identitas Wajlb Pajak dan mformasu yang bersn‘at i

Untuk melaksanakan pemenksaan dl sndang pengadllan dalam perkara

o kewajlban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan’ para ahli sebagalmana = o

dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permlntaan tertulls Haklm ketua
: SIdang S ~ : Lel L ’ R

- Ayat (6) .

Maksud dan ayat ini adalah pembatasan dan penegasan bahwa keterangan

SR

perpajakan daerah yang dlmlnta tersebut adalah hanya mengenai' perkara:

:  7 _pidana atau perdata tentang perbuatan atau. perlstlwa yang menyangkut‘
- bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang
‘ “fbersangkutan ' e : : o

: Pasal 33
_Ayat (1)

)
1‘

L Penyldlk di bldang perpajakan daerah dan retnbusn adalah pejabat pegawal negen, i

sipil tertentu di- llngkungan Pemenntah Daerah yang dlangkat oleh pejabat yang

‘berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Penyldlkan»

~tindak pldana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dllaksanakan menurut
. ketentuan yang dlatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pldana
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i Pasal 34
e Ayat (1)

_ V.fDengan adanya sank51 pldana dlharapkan tlmbulnya kesadaran Wajlb Pajak
o ;Luntuk memenuhl kewajlbannya : : SR '

_—]Yang dlmaksud kealpaan berartl tldak sengaja Ialal tldak hatl hat| atau
kurang ' menglndahkan g kewajlbannya sehlngga perbuatan | tersebut
-menlmbulkan keruglan keuangan Daerah ‘ Y i

Perbuatan atau tlndakan sebagalmana dlmaksud pada ayat |n| yang S
dllakukan dengan sengaja dlkenakan sanksi yang Ieblh berat danpada alpa g
mengmgat pentmgnya penenmaan pajak bagu Daerah w
Ayat (3) , T SR '
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